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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidakdilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengantitik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengantitik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengantitik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengantitik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengantitik di bawah) ض
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 Ta ṭ te (dengantitik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengantitik di bawah) ظ

 ain ’ Komaterbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M م
 
 

Em 
 
 

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokaltunggal Vokalrangkap Vokalpanjang 

 ā = أ  a = أ

 ī = إي ai = أ ي i = أ

 ū = أو au = أو u = أ

 

3. Ta Marbutah  

Ta marbutahhidupdilambangkan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis mar’atunjamīlah مر أة جميلة

Ta marbutahmati dilambangkandengan /h/ 

Contoh : 

 ditulis  fātimah  فا طمة

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

 ditulis  rabbanā ر بنا

 ditulis  al-birr  البر
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5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس

 ditulis  ar-rojulu  الر جل

 ditulis  as-sayyidah  السيد ة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

  ditulis  al-qamar  القمر

 ’ditulis  al-badi  البد يع

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof / `/. 

 Contoh:  

 ditulis  umirtu  أ مرت

 ditulis  syai’un  شيء
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PERSEMBAHAN 

Tiada suatu persembahan tertinggi selain kepada sang maha pencipta Allah 

SWT. Segala rahmat serta Ridha-Nya saya persembahkan pula sebuah karya tugas 

akhir ini untuk orang-orang yang sudah berpengaruh besar dalam penulisan skripsi 

ini, diantaranya : 

1. Ibu dan bapak do’amu yang tiada putus, kerja keras yang tiada henti, 

pengorbanan yang tak terbatas dan kasih sayang yang tanpa batas. 

Semuanya membuatku bangga memiliki kalian. Tiada kasih sayang seindah 

dan seabadi kasih sayang kalian. 

2. Keluarga besarku Bude, Pakde, dan Om ku terima kasih banyak atas 

dukungan dan do’anya selama ini. 

3. Spesial untuk calon istriku Rohana Astrea Astuti yang menjadi 

moodbooster saya terima kasih banyak. 

 



ix 
 

MOTTO 

 

لُ مَا انَتَ تمََنَّيتَ بهِِ امَا انَتَ تعََنَّيتَ بهِِ # تنََ بِقدَرِ  (٣٩)  

 
sebanyak apapun kamu berusaha 

kamu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan 
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ABSTRAK 

Nama                         : Sigit Prasetyo 

NIM              : 201116052 

Judul Tugas Akhir     : CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI 

(Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 

1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan Putusan Putusan Pengadilan Agama Tegal 

Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl). 
 

Adanya perkawinan yang sah menurut agama namun tidak mendapat legalitas 

yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara, begitupula 

tidak ada izin dengan penggugat untuk menikah sirri dengan wanita lain. Penelitian 

ini bertujuan mengetahui  perbedaan pertimbangan hakim dan mengetahui 

perbedaan akibat hukumnya antara Pengadilan Agama Batang dengan Pengadilan 

Agama Tegal. 

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, kasus dan perbandingan. Adapun bahan hukumnya berupa primer, 

seperti putusan hakim dan sekunder seperti publikasi undang-undang, subjek dan 

objek penelitian ini di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Tegal 

yang dihasilkan lewat metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Kesimpulan penelitian ini adalah perbedaan pertimbangan putusan antara 

Pengadilan Agama Batang dengan Pengadilan Agama Tegal bahwa pada putusan 

Pengadilan Agama Batang lebih banyak melihat literasi hukum (hukum formil) 

sedangkan hakim Pengadilan Agama Tegal pada putusannya banyak melihat fakta 

hukum (hukum materil) hal itu dapat dibuktikan dengan melihat kesaksian para 

saksi bahwasannya tergugat meninggalkan tergugat selama 26 tahun lamanya 

sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut. Menurut 

penulis bahwa putusan berdasarkan fakta hukum yang ada, kiranya akan lebih adil 

dari pada putusan yang berdasarkan literasi hukum saja. Hal tersebut sesuai dengan 

kaidah hukum legal reasoning. Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang 

berbeda untuk kedua perkara ini. Melihat dari akibat hukum yang ada pada kedua 

perkara, pihak tergugat lebih diuntungkan karena meninggalkan penggugat begitu 

saja tanpa memberikan nafkah dan seharusnya tergugat yang tidak bertanggung 

jawab terhadap pernikahannya wajib dikenai sanksi baik nafkah ataupun biaya ganti 

rugi selama ditinggalkan tergugat. Menurut analisis penulis melihat dari akibat 

hukum yang ada pada kedua perkara hakim harusnya melakukan ex officio karena 

jabatannya sebagai hakim mempunyai hak untuk berinisiatif menetapkan 

dilaksanakannya pemeriksaan setempat ketika menemukan adanya suatu masalah 

pada objek sengketa. Hal itu dapat digali dari proses persidangan, demi tercapainya 

asas dalam beracara, dari hal itu juga dapat digali beberapa pertimbangan hakim 

untuk menetapkan biaya atau pun nafkah setelah perceraian. 

 

Kata kunci :Cerai gugat, Nikah sirri, Pengadilan Agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu 

hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud dengan 

perkawinan ialah ikatan lahir batin anatara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 

Di negara kita sendiri perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-

undang No. 1 tahun 1974 bahwasannya “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemahaman pasal ini 

melahirkan berbagai persepsi mengenai diwajibkannya menikah harus 

mendapat legalitas dari negara ini. Sedangkan pada perkawinan yang 

bersumber pada hukum Islam, perkawinan cukup dilakukan di hadapan ulama 

ataupun tokoh agama sesuai yang disyariatkan dalam agama Islam.  

Perbedaan tersebut membuat beberapa pasangan bebas memilih untuk 

menghalalkan hubungannya, dan ada yang mengambil langkah untuk 

melangsungkan hubungannya dengan cara nikah sirri, perkawinan yang 

dilangsungkan tanpa menghadirkan petugas pencatat perkawinan dan memakai 

                                                             
1 Anita Marwing, Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), Hlm. 12. 
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hukum syariat Islam selaku landasannya, sementara itu perkawinan yang 

melalui petugas pencatat pernikahan mempunyai kekuatan hukum. Melihat 

realitanya pihak-pihak yang ikut serta didalamnya dilindungi oleh hukum dan 

bilamana sesuatu munculnya konflik permasalahan dalam pernikahan tersebut 

bisa dituntaskan bagi hukum yang sudah diatur oleh negeri, sebab terdapatnya 

fakta pesan nikah yang dikeluarkan pihak KUA.2                                

Pemahaman pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan 

menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Menurut 

hukum Islam perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya 

terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam tidak 

mencantumkan mencatatkan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan 

dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa ”tiap 

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.3 Dari 2 ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini muncul 

perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan 

sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam 

negara.” 

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disingkat PPN) yang 

                                                             
2 Ratnawaty Latifah, Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia. ISSN: 1907-

5251. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun, http://ejournal.uika-

bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1095/901 di akses tanggal 21 Januari 2021 pukul 

20.56 WIB. 

3 Undang-undang perkawinan tahun 1974 Pasal 2 ayat 2  

http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1095/901
http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1095/901
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dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasannya. Pernikahan yang 

dilakukan di luar pengawasannya tidak mempunyai kekuatan hukum.4 

Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi perkawinan tanpa 

akta nikah karena akad nikah hanya dilakukkan oleh kiai atau modin pejabat 

desa yang menangani masalah agama, sehingga dapat dikatakan perkawinan 

mereka hanya sah secara agama. Perkawinan yang hanya mengikuti peraturan 

dan syarat agama tanpa dilakukan pencatatan tersebut pada umumnya dikenal 

dengan istilah nikah sirri”.5 

Kasus perkawinan ini tidak biasa, kemudian dari beberapa orang 

melakukan pola perkawinan tersebut, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada 

masalah tersebut seperti pada kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan 

Agama Batang dengan nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg, yang mana 

pasangan di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang ini, telah 

bercerai dengan alasan sebagai berikut “bahwa semula rumah tangga 

penggugat  dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 

tahun 2016 rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus diantara penyebabnya adalah karena tergugat 

mengaku telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan 

penggugat”. Begitupula kasus di Pengadilan Agama Tegal dengan nomor 

perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl, bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan 

Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kecamatan Tegal 

                                                             
4  Kompilasi Hukum Islam 
5 Efi Setiawati,  Nikah Sirri (Tersesat Di Jalan Yang Benar) (Bandung: Kepustakaan Eja 

Insani, 2005), Hlm. 4. 
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Selatan, kota Tegal selama 5 tahun (1982-1987) kemudian pindah ke rumah 

sendiri di kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama 5 tahun (1987-1992) 

kemudian, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Setelah perkawinan 

Penggugat dengan Tergugat ternyata terjadi perselisihan dan mengakibatkan 

suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak 

memberikan nafkah batin maupun lahir. 

Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut 

agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum Negara. 

Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tidak 

mendapat jaminan secara penuh dari negara begitu pula tidak ada izin dengan 

penggugat untuk menikah sirri dengan wanita lain. Sehubungan dengan 

berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, maka 

dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam” dengan mengangkat 

sebuah judul “CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI MENIKAH SIRRI”  

(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara 

1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal 

Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan 

Agama” Batang ”nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan 

Pengadilan Agama” Tegal “nomor” perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl? 
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2. Bagaimana perbedaan akibat hukum antara putusan Pengadilan Agama 

Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan 

Agama Tegal nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui  perbedaan pertimbangan hukum antara putusan 

Pengadilan Agama” Batang ”nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg 

dengan putusan Pengadilan Agama” Tegal “nomor” perkara 

213/Pdt.G/2018/PA.Tgl. 

2. Untuk mengetahui perbedaan akibat hukum antara putusan Pengadilan 

Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan 

Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl. 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang secara langsung terkait. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah: 

1. Secara Teoritis  

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian dan menjadi salah satu 

referensi di bidang ilmu hukum, menambah wawasan intelektual bagi kaum 

akademis dan khalayak umum mengenai hukum perdata terutama yang” 

berkenaan dengan hukum khususnya mengenai perceraian. 
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2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi tentang hukum perdata khususnya tentang perceraian. 

E. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yag relevan 

Dalam telaah pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa karya 

ilmiah, hasil penelitian yang membahas persoalan cerai gugat akibat suami 

nikah sirri, untuk mengetahui orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi 

penelitian ini di antara penelitian sebelumnya. “ 

a. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anggraeni Wijayanti mahasiswa IAIN 

Pekalongan pada tahun 2018 dengan judul “Pernikahan Poligami Tanpa 

Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah 

Tangga Istri Pertama” Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah 

Karena problematika praktek pernikahan poligami di desa Krapyak 

Pekalongan Utara, yakni ketidakadilan yang membuat traumatik bagi 

keluarga. Ketidakadilan dalam pernikahan poligami tersebut meliputi 

ketidakadilan dalam memberikan nafkah dan jatah giliran, problematika 

tersebut membuat trauma pada istri pertama dan membuat anak-anak 

kecewa kepada bapaknya. Hal tersebut terjadi karena pelaku poligami 
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memandang mudah pernikahan poligami, serta minimnya tingkat 

kesadaran arti penting sebuah pencatatan perkawinan.6 

b. Skripsi yang ditulis oleh Lukmanul Hakim, mahasiswa IAIN Pekalongan 

pada tahun 2018 dengan judul “Tingkat Melek Hukum Pasangan Nikah 

Sirri Tentang Itsbat Nikah Dan Pelayanan Terpadu”, hasil dari 

pembahasan penelitian ini adalah Indikator tahu hak dan tanggung jawab 

hukumnya (x1) pasangan yang melakukan nikah sirri di Desa 

Paninggaran sangat tidak tahu dalam melek hukum tentang itsbat nikah 

dan itsbat nikah pelayanan terpadu.7 

c. Skripsi yang ditulis oleh Naela Murodah, mahasiswa IAIN Pekalongan 

pada tahun 2018 dengan judul “Praktik Nikah Sirri Di Kalangan 

Perempuan Desa Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat”, Hukum nikah 

sirri dalam Islam adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi dan rukun 

nikah terpenuhi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

ketentuan perkawinan sementara itu, berdasarkan penelitian terhadap 

informan pelaku nikah sirri di Desa Kebulen Kecamatan Pekalongan 

Barat terungkap bahwa alasan melakukan nikah sirri yakni karena faktor 

pendidikan, keinginan poligami, alasan Ekonomi.8 

                                                             
6 Dewi Anggraeni Wijayanti, Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan 

Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Istri Pertama (Studi Kasus di Kelurahan 

Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, 

(Pekalongan: Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Pekalongan 2018). 
7 Lukmanul Hakim, Tingkat Melek Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah Dan 

Pelayanan Terpadu (Studi kasus Di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten 

Pekalongan), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN 

Pekalongan 2018). 
8 Naela Murodah (Praktik Nikah Sirri Di Kalangan Perempuan Desa Kebulen Kecamatan 

Pekalongan Barat) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN 

Pekalongan 2018). 
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d. Jurnal yang ditulis oleh Marwah dengan judul “Permohonan Pembatalan 

Perkawinan yang dilakukan istri pertama berdasarkan Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, hasil dari pembahasan 

penelitian ini adalah bahwa istri pertama tidak dapat melakukan 

pembatalan perkawinan suaminya atas perkawinan dengan istri kedua 

karena suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah 

tangga sebagaimana pernyataan dihadapan pengadilan pada saat 

memohon ijin melakukan poligami. Istri hanya dapat mencari keadilan 

dalam pelaksanaan berdasarkan pernyataan permohonan ijin beristri 

lebih dari satu. Dalam hal ini terjadi pembatalan perkawinan, maka anak 

yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi 

tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum 

perkawinannya dibatalkan”.9 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Marwah dengan 

penelitian ini yaitu mengenai cerai gugat, sedangkan perbedaannya yaitu 

pada penelitian yang dilakukan Marwah adalah permohonan pembatalan 

perkawinan karena istri pertama tidak dapat melakukan pembatalan 

perkawinan suaminya atas perkawinan dengan istri kedua karena 

suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah tangga 

sebagaimana pernyataan pengadilan pada saat memohon ijin melakukan 

poligami. Istri hanya dapat mencari keadilan dalam pelaksanaan 

                                                             
9Marwah, Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan Istri pertama berdasarkan 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 

4, volume 3, Tahun 2015). 



9 
 

 
 

berdasarkan pernyataan permohonan ijin beristri lebih dari satu. Dalam 

hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari 

perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab 

kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan. 

Sementara dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penolakan 

Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena memiliki 

beberapa istri sirri. 

e. Skripsi yang ditulis oleh Roni Abidin dengan judul “Pertimbangan 

Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Di 

Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor: 

0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn), hasil dari pembahasan “penelitian ini adalah 

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kajen karena pemalsuan 

identitas (status perkawinan dan keterangan tempat tinggal).10 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Roni Abidin dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Pembatalan 

Perkawinan, sedangkan Perbedaannya yaitu pada penelitian yang 

dilakukan Roni Abidin adalah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Perkara Permohonan Pembatalan Nikah karena pemalsuan identitas 

(status perkawinan dan keterangan tempat tinggal). Sementara dalam 

penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai perbedaan pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami menikah sirri 

                                                             
10 Roni Abidin, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan 

Nikah Di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor: 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn), Skripsi 

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan 2018) 
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dan perbedaan akibat hukumnya antara Pengadilan Agama Batang 

nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan Pengadilan Agama 

Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl. 

F. Kerangka Teoretik 

Menurut teori pertimbangan hakimn timbulnya nikah sirri yang 

dipraktikkan warga yakni setelah diundangkannya undang-undang  No. 1 

Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

No. 1 Tahun 1975 selaku pelaksanaan undang-undang” No. 1 Tahun 1974. 

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 selaku pelaksana 

undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan kalau masing-masing 

pernikahan tidak hanya wajib dicoba bagi syarat agama pula wajib 

dicatat.“Dalam Pasal 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan 

disebutkan: Pernikahan merupakan legal, apabila dicoba bagi hukum masing-

masing agama serta kepercayaannya itu. Masing-masing pernikahan dicatat 

bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat dari Pasal 2 ayat (2) 

undang-undang No. 1 Tahun 1974 berikutnya diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkenaan dengan 

tatacara pernikahan serta pencatatannya antara lain pasal 10, 11, 12 serta 13. 

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengendalikan tata metode 

pernikahan.  

“Dalam ayat (2) disebutkan tata cara Pernikahan dicoba bagi hukum tiap-

tiap agamanya serta kepercayaannnya. Ayat (3) disebutkan: dengan 
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mengindahkan tata metode pernikahan bagi hukum agamanya serta 

kepercayaannya itu, pernikahan “dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat 

Nikah serta dihadiri oleh 2 orang saksi. Dari syarat perundang-undangan di 

atas”bisa dikenal kalau peraturan perundang-undangan sama sekali tidak” 

mengendalikan modul pernikahan (hal- hal yang berkaitan dengan prosesi” 

pernikahan), tata metode pernikahan diserahkan kepada hukum tiap- tiap 

Agamanya, cocok dengan “bunyi Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 

9 Tahun 1975, apalagi ditandaskan kalau pernikahan legal apabila dicoba bagi 

hukum tiap-tiap agama serta kepercayaannyan. Peraturan perundang-undangan 

cuma mengendalikan pernikahan dari formalitasnya, ialah pernikahan selaku 

suatu kejadian hukum yang wajib dilaksanakan bagi peraturan hukumnya. 

Dalam pemikiran Islam, pernikahan siri dikira legal sejauh sudah penuhi 

ketentuan serta rukunnya hendak namun belum dikira legal dalam pemikiran 

hukum negeri apabila belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kemudian 

dituangkan dalam novel nikah. 

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 

menegaskan, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” 

“Jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, diatur dalam Pasal 24” dan 

Pasal 71 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 24 

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari 

kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 
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3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang”ini. Dan Pasal 71 huruf a suatu 

perkawinan dibatalkan “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin di 

Pengadilan Agama”. 

G. Metode penelitian  

“Dalam penelitian ini, peneliti”membahas skripsi ini menggunakan 

rangkaian metode sebagai berikut:” 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan yuridis normatif yaitu mengkaji putusan 

Pengadilan Agama. penelitian pustaka termasuk Penelitian hukum Normatif 

yang meletakkan hukum selaku suatu bangunan sistem norma. Sistem 

norma yang diartikan merupakan menimpa asas, norma, kaidah dari 

peraturan perundangan, vonis majelis hukum, perjanjian serta doktrin 

(ajaran).11 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sistem hukum perkawinan 

terhadap perkara perceraian akibat suami menikah siri tanpa izin dalam 

perbandingan putusan.  

2. Pendekatan Penelitian” 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual dan kasus. Pendekatan ini berfokus pada putusan perkara Cerai 

Gugat Akibat Suami Menikah Siri (Studi Perbandingan Antara putusan 

Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg Dengan 

putusan Pengadilan Agama”Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl). 

                                                             
11 “Mukti Fajar-Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatuf dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 34. 
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3. Bahan Hukum  

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang saling melengkapi, 

yaitu:  

a. Bahan Hukum Primerr” 

“ Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat semacam norma 

dasar, peraturan perundang- undangan ataupun keputusan majelis 

hukum. Dalam riset ini yang digunakan merupakan bahan hukum primer 

yang berbentuk keputusan majelis hukum, yaitu dokumen yang berupa 

(putusan Pengadilan Agama”Batang nomor perkara 

1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal 

nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan 

hukum dasar. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi undang-

undang yang bukan merupakan dokumen resmi. Meliputi peraturan 

perundang-undangan yang meliputi, jurnal hukum, pendapat ahli, dan 

buku teks.12  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dengan cara dokumentasi dan studi pustaka yaitu 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan literatur dan dokumen yang ada 

relevansinya dengan permasalahan yang diteliti yaitu buku-buku literatur, 

                                                             
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Hlm. 

141. 
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jurnal, peraturan perundang-undangan, dan (putusan Pengadilan 

Agama”putusan Pengadilan Agama Batang nomor perkara 

1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama”Tegal nomor 

perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl) serta hasil wawancara hakim dan panitera 

Pengadilan Agama yang terkait. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu 

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data 

penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti deskriptif, evaluatif dan 

preskriptif.13 Dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan sifat 

preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi 

atas hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Dengan menggunakan argumentasi, penulis dapat memberikan 

deskripsi dan penilaian mengenai benar atau salah atau apa semestinya 

menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa yang terdapat dalam (putusan 

Pengadilan Agama Batang nomor perkara”1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan 

putusan Pengadilan Agama”Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl). 

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative maka dalam 

melakukan analisis diperlukan pendekatan. Pendekatan yang penulis 

gunakan dalam melakukan analisis yaitu pendekatan konseptual dan kasus, 

                                                             
13 Mukti Fajar-Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatuf dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 183. 
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hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan literasi penulis yang 

relevan dengan permasalahan sebagai dasar awal melakukan analisis.  

H. Sistematika Pembahasan”  

“Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis menyusun bagian skripsi dalam lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahulan, dalam bab ini meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, Kerangka 

teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II tinjauan putusan hakim dalam hukum perdata, meliputi: Pengertian 

putusan hakim, Dasar pertimbangan putusan hakim, Asas-asas putusan 

pengadilan, Tata cara pelaksanaan putusan dan Legal Reasoning, meliputi: 

pengertian Legal Reasoning, Kerangka analitis tentang Legal Reasoning, Legal 

Reasoning dalam penyusunan konsep hukum, Sifat induktif dan deduktif dalam 

Legal Reasoning, Peranan interpretasi dalam Legal Reasoning, Peranan 

koherensi dalam Legal Reasoning, Preseden dan analogi dalam Legal 

Reasoning.  

Bab III hasil penelitian, meliputi: menguraikan mengenai deskripsi umum 

tentang sejarah pembentukan Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan 

Agama Tegal,  dasar putusan dan tinjauan yuridis perkara putusan Pengadilan 

Agama Batang nomor perkara 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan 

Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl, Cerai Gugat 

Akibat Suami Menikah Sirri, profil Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan 
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Agama Tegal, tata cara pengajuan, prosedur pemeriksaan, pembuktian dan 

penyelesaian perkara Cerai Gugat Akibat menikah Sirri di Pengadilan Agama 

Batang dan Pengadilan Agama Tegal, serta hasil wawancara hakim Pengadilan 

Agama yang terkait. 

Bab IV meliputi: Perbedaan pertimbangan hukum antara putusan 

Pengadilan Agama Batang nomor perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan 

putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl, 

perbedaan akibat hukum antara Putusan Pengadilan Agama Batang nomor 

perkara 1856/pdt.G/2016/PA.Btg dengan putusan Pengadilan Agama Tegal 

nomor perkara 213/Pdt.G/2018/PA.Tgl. 

“Bab V merupakan penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Analisis perbedaan pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai 

gugat antara Putusan Pengadilan Agama Batang nomor putusan 

1856/pdt.G/2016/PA,Btg dengan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 

Putusan 213/pdt.G/2018/PA.Tgl 

Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Batang Nomor Perkara: 

1865/Pdt.G/2016/PA.Btg pada putusannya lebih banyak melihat literasi 

hukum (hukum formil) dari pada fakta hukum (hukum materil) untuk 

dijadikan referensi putusannya hal tersebut ditunjukan dalam putusan 

pertimbangan hakim lebih banyak menyertakan hukum-hukum yang ada 

sedangkan hakim Pengadilan Agama Tegal Nomor: 

213/Pdt.G/2018/PA.Tgl pada putusannya banyak menggunakan fakta 

hukum (hukum materil) dari pada literasi hukum (hukum formil) hal itu 

dapat dibuktikan dengan melihat kesaksian para saksi bahwasanya tergugat 

sudah meninggalkan penggugat selama 26 tahun lamanya sebagai dasar 

pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut. 

Dengan melihat perbedaan pertimbangan putusan diatas penulis dapat 

menganalisis bahwa putusan berdasarkan fakta hukum yang ada kiranya 

akan lebih adil dari pada putusan yang berdasarkan literasi hukum saja. Hal 

tersebut sesuai dengan kaidah hukum legal reasoning yang mana hakim 

memutus suatu perkara dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, 
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sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. 

2. Analisis perbedaan akibat hukum antara Putusan Pengadilan Agama Batang 

Nomor Perkaera 1856/pdt.G/2016/PA,Btg dengan Putusan Pengadilan 

Agama Tegal Nomor Perkara 213/pdt.G/2018/PA.Tgl 

Analisis penulis bahwa dalam memutus perkara, Majelis hakim 

mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai 

dengan hukum yang ada dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya 

keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan talak satu ba’in shughro. Meskipun 

dua perkara ini memuat jenis perkara yang sama, yaitu perkara cerai gugat 

akibat suami nikih sirri namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang 

berbeda untuk kedua perkara ini. Dan dalam menjatuhkan hukuman 

tampaknya banyak terjadi pada waktu hakim mengidentifikasi 

pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Menurut penulis 

melihat dari akibat hukum yang ada pada kedua perkara pihak tergugat lebih 

diuntungkan karena meninggalkan penggugat begitu saja tanpa memberikan 

nafkah dan seharusnya tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap 

pernikahannya wajib dikenai sanksi baik nafkah ataupun biaya ganti rugi 

selama ditinggalkan tergugat. 

Menurut analisis penulis melihat dari akibat hukum yang ada pada 

kedua perkara hakim harusnya melakukan ex officio karena jabatannya 

sebagai hakim mempunyai hak untuk berinisiatif menetapkan 
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dilaksanakannya pemeriksaan setempat ketika menemukan adanya suatu 

masalah pada objek sengketa. Hal itu dapat digali dari proses persidangan, 

demi tercapainya asas dalam beracara, dari hal itu juga dapat digali beberapa 

pertimbangan hakim untuk menetapkan biaya atau pun nafkah setelah 

perceraian. 

B. Saran 

1. Pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang berdasarkan syariat hendaknya 

mengetahui latar belakang calonnya tersebut, sehingga dapat meminimalisir 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan atau masalah tidak 

bertanggungjawaban salah satu pihak  yang dapat merugikan kedua belah 

pihak.  

2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya jangan hanya 

berpatokan pada Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam saja, tetapi 

juga melihat fakta-fakta dan alat bukti yang ada di dalam persidangan 

sehingga bisa menjadi penguat dalam memutuskan suatu perkara secara 

adil. 
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P U T U S A N

Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Batang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  17  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  Pembantu  Rumah

Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa

Sentul  Kecamatan  Gringsing  Kabupaten  Batang,  sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Truck, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa

Babadan  Kecamatan  Limpung  Kabupaten  Batang,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  berdasarkan  surat gugatannya  tertanggal 10

November  2016, telah  mengajukan gugatan  cerai  yang  didaftarkan  di

Kepaniteraan Pengadilan  Agama  Batang  dengan  register  perkara  Nomor

1865/Pdt.G/2016/PA.Btg  tanggal 10 November 2016,  telah mengajukan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  pada  tanggal  28  Mei

2015  yang  telah  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat di

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/050//V/2015 tertanggal 28 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di  rumah orang  tua  Penggat  di  RT.01  RW.01,  Desa  Sentul,  Kecamatan

Gringsing, Kabupaten Batang, selama 10 bulan;
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3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami

istri  (Bada Dukhul)  dan dari  pernikahannya Penggugat  dengan Tergugat

belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat baik baik saja dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2016

kehidupan rumah tangga Penggugat  dan tergugat  sudah tidak  harmonis

dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh;

4.1  Bahwa  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  lahir  terhadap

Penggugat; 

4.2  Bahwa  Tergugat  mengaku  sudah  nikah  siri  dengan  wanita  lain

tanpa sepengetahuan Penggugat; 

4.3  Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan

lagi dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa pertengkaran antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terus  terjadi

hingga akhirnya pada awal bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Srabanan RT.03

RW.01, Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;

6. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

selama 8 bulan selama itu  Tergugat  tidak memberikan nafkah baik lahir

maupun  batin  serta  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  ada

komunikasi sama sekali walaupun masih satu desa;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak  dapat

dipertahankan lagi sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sudah  tidak  ada  harapan

untukdidamaikan  lagi,  sehingga  cukup  alasan  hukum  bagi  Penggugat

dalam  hal  ini  untuk  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  di

Pengadilan  Agama  Batang  berdasarkan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  menanggung  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;
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Berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Batang  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat  (PENGGUGAT)  dengan Tergugat

(TERGUGAT);

3. Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri

di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula

memerintahkan  kuasanya  untuk  hadir  sebagai  wakilnya,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

sidang,  sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu  disebabkan oleh

suatu alasan yang sah;

 Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil,  selanjutnya

dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa  untuk  membuktikan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  di

persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor  tanggal,  atas  nama

PENGGUGAT  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan

dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Batang,  bukti  surat  tersebut  diberi

materai  cukup  dan  telah  dicocokan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0266/050/V/20153.

tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gringsing

Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P.2;
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B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah

menikah pada tanggal  28 Mei  2015,  setelah menikah Penggugat

dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama

10 bulan dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,  namun  sejak  Februari  tahun  2016  mulai  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  masalah  ekonomi,

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, selain

itu  Tergugat  mengaku  sudah  nikah siri  dengan  wanita  lain  tanpa

sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa  Saksi  sering  mendengar  dan  melihat  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa  sejak  bulan  April  2016  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah rumah selama kurang lebih 8 bula, karena Tergugat pergi

meninggalkan  Penggugat  pulang  ke  rumah  orangtua  Tergugat,

sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi  sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan

tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah

menikah pada tanggal  28 Mei  2015,  setelah menikah Penggugat

dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama

10 bulan dan belum dikaruniai anak;
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- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,  namun  sejak  Februari  tahun  2016  mulai  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  masalah  ekonomi,

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, selain

itu  Tergugat  mengaku  sudah  nikah siri  dengan  wanita  lain  tanpa

sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa  Saksi  sering  mendengar  dan  melihat  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa  sejak  bulan  April  2016  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah rumah selama kurang lebih 8 bula, karena Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi  sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas  keterangan  kedua  saksi  tersebut,  Penggugat

membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap  pada  gugatannya  untuk  bercerai  dan  Penggugat  sudah  tidak  akan

mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk

semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana a quo di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

perkawinan  secara  Islam  dan  Penggugat  adalah  seorang  WNI,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( a ) dan penjelasan pasal 49 huruf ( a )

angka (  9  )  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang
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kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara

absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat  tersebut, Tergugat telah

dipanggil  secara  sah  dan  patut  dengan  surat-surat  panggilan  sebagaimana

tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut

Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

lain  menghadap  sebagai  kuasanya,  sedangkan  tidak  ternyata

ketidakdatangannya  tersebut  disebabkan  alasan  yang  sah,  oleh  karena  itu

perkara  ini  dapat  diperiksa  tanpa  hadirnya  Tergugat,  hal  ini  sesuai  dengan

petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di

dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405   yang berbunyi :

Artinya  :  Barangsiapa  dipanggil  oleh  hakim untuk  hadir  dalam persidangan

tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak

jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat

dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 04 Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar

berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasill; 

Menimbang,  bahwa  di  dalam  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat

menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P.1  dan  P.2  tersebut  dibuat  dan

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu,  memuat tanggal  dan

tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide

Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai  Jo Pasal  1

huruf  a  dan Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2000

tentang  Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
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Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di  persidangan telah dicocokkan

dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena

itu  bukti  P.1  dan  P.2  harus  dinyatakan diterima dan telah  memenuhi  syarat

formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti

surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum

Kabupaten Batang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  kemudian  diubah  yang

keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat

a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti

surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

maka  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2015 di hadapan

Petugas  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Gringsing  Kabupaten  Batang,

sehingga  Penggugat  dan  Tergugat  mempunyai  hak  dan  kapasitas  sebagai

pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Penggugat  tidak  mempunyai  hubungan

keluarga  dan  pekerjaan  dengan  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  disumpah,

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat

(1) HIR; 

Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai ayah kandung Penggugat sesuai

dengan pendapat Mukti Arto (vide,  Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan

Agama, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi

pendapatnya menyatakan,  “Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi  saksi

dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran”, tidak

punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi

keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR,

sehingga keterangan saksi  tersebut  memiliki  pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2

Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena

itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.1,  P.2 saksi  1  dan saksi  2

terbukti fakta hukum sebagai berikut:

− Bahwa Penggugat  dan Tergugat telah  menikah  pada  tanggal 28  Mei

2015 di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah KUA Kecamatan  Gringsing

Kabupaten Batang;

− Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di rumah orangtua Penggugat atau Tergugat selama 10 bulan, dan belum

dikaruniai  anak;

− Bahwa sejak  Februari tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak

memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, selain itu Tergugat mengaku

sudah nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat; 

− Bahwa  sejak bulan  April  2016, Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal,  Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat; 

− Bahwa  keluarga Penggugat  telah  mendamaikan  kedua  belah  untuk

rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum bahwa sejak Februari tahun 2016, Penggugat dengan

Tergugat sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  disebabkan ekonomi,

Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  lahir  terhadap  Penggugat,  selain  itu

Tergugat mengaku sudah nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan

Penggugat  dan  sejak bulan  April  2016  Tergugat  pergi  dari  rumah orangtua
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Penggugat,  sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bula; 

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248

yang berbunyi sebagai berikut: 

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk

diceraikan  dari  suaminya  dengan  alasan  apabila  ternyata  didalam

perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut

sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah

tangga  mereka  ……,  dan  Hakim  sudah  tidak  dapat  mendamaikan

suami  isteri  tersebut,  maka  Hakim  dapat  menceraikannya  dengan

talak satu bain; 

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  telah  retak  dan  sudah  tidak  ada  keharmonisan  lagi,  dan  terbukti

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8

bula,  maka  ketentraman  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin

bagi  Penggugat,  hal ini  tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi

kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Penggugat  memohon  dijatuhkan  talak  satu  bain  sughra  dari  Tergugat,

sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah

nomor 9  tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974  jo.  pasal  116 huruf  (f)  Inpres  nomor  1  tahun 1991  tentang Kompilasi

Hukum  Islam, oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  sudah  terdapat  cukup

alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan  maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan  perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara

ini dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan  segala  peraturan  perundang-undangan  serta  dalil-dalil

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M  E  N  G  A  D  I  L  I

1.  Menyatakan Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

 3.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughro  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

 4.  Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Batang  untuk  mengirimkan

salinan  putusan  ini  setelah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  kepada

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gringsing

Kabupaten  Batang  dan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Limpung

Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

 5.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Batang  yang  dilangsungkan  pada hari  Senin  tanggal  19

Desember  2016  Masehi,  bertepatan  dengan tanggal  19  Rabiul  Awwal  1438

Hijriyah,  oleh  kami  Drs.  SOBIRIN,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua  Majelis,  Hj.

AWALIATUN  NIKMAH,  S.  Ag.,  M.H.  dan  Drs.  SLAMET  BASYIR,  M.  Ag.,

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Senin  tanggal  19  Desember  2016
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Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

JIKRONAH,  S.  Ag.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  pula  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis 
Ttd.

Drs. SOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M.H. Drs. SLAMET BASYIR, M. Ag.

Panitera Pengganti
Ttd.

JIKRONAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai                          : Rp                        6.000,00

 Jumlah: Rp 391.000,00
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